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RELASI GENDER. DIA MENEMUKAN TUHAN DI AUSTRALIA.

asalah relasi gender telah menjadi
perhatian Siti Ruhaini Dzuhayatin
sedari kecil di pesantren. Menu-
rutnya, sejak dulu, Islam sudah
menyosialisasikan bahwa Allah ti-

Al-Qur’an. Ruhaini akhirnya sam-
pai kepada kesimpulan bahwa Ba-
hasa Arab tidak bisa memuaskan rasa
ingin tahunya tentang Tuhan. Hing-
ga akhirnya dia memutuskan untuk
mencari jawabannya di luar pesantren.
“Mungkin di IAIN saya bisa mendapat-
kan jawabannya,” katanya.

Ketika di TAIN, dia juga tidak
mendapatkan jawaban yang memuas-
kan. Begitu juga ketika mendiskusikan
hal tersebut dengan kawan-kawan orga-
nisasinya dulu. Tentu saja, Ruhaini te-
tap percaya kepada Allah dan berislam
secara benar meski merasa ada yang ku-
rang. “Ya sudah, kita tetap percaya saja
sama Tuhan,” kata dia.

Lalu saat dia melanjutkan studi ma-
gister di Monash University, Australia,
ada salah satu dosen yang membahas soal
gender, maka pertanyaan itu pun kembali
lagi. Dia ingat mata kuliah itu adalah
cultural inequality atau ketidaksetaraan
budaya. Di situ disebutkan bahwa
ketidaksetaraan budaya bisa disebabkan

Setelah mempelajari secara men-
dalam, Ruhaini baru menemukan ja-
waban bahwa bahasa Mediterania yang
memiliki sifat gender itu memiliki kon-
teks. Artinya, bahasa tidak beroposisi
biner. “Bukan berarti jika Tuhan di-
sebut muannas menjadi tidak baik bagi
muzakkar,” katanya.

Dalam pencariannya, dia me-
nemukan alasan kenapa Tuhan dalam
Islam sering disebut sebagai mzuzakkar.
Hal itu karena tiga berhala yang disem-
bah dalam era pra-Islam di Arab bersifat
muannas. Latta, Uzza, dan Manat itu
misbahnya adalah feminim.

Ketika Islam membawa revolusi
ketuhanan, maka perlu beroposisi de-
ngan tuhan yang pernah ada. “Kalau
dulu tuhan yang disembah masyarakat
Arab adalah muannas, maka Tuhan yang
dibawa Islam itu harus beroposisi. Ka-
rena ini revolusi keyakinan,” katanya.

Sehingga pada saat itu, Ruhaini
sempat berseloroh bahwa kali ini dia akan
kembali masuk Islam. “Saya mau masuk
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mencari tuhan. “Setelah itu saya per-
caya betul bahwa Tuhan tidak laki-laki

atau perempuan,” katanya.

*kk

Sepulangnya dari Australia, dia ke-
mudian mengembangkan studi gender
sebagai pisau analisis yang begitu kuat
dan tajam. “Bagaimana tidak? Pisau
analisis ini bisa membuat saya masuk
Islam lagi,” candanya. Pisau analisis ini
juga bisa membedah budaya dan tradisi
yang menempatkan perempuan dalam
posisi yang berbeda.

Untuk melihat gejala ini lebih da-
lam, Ruhaini mencoba membuat pe-
nelitian di kampusnya, JAIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta. Secara kontekstual,
dia melihat ada kecenderungan
kepangkatan dosen perempuan lebih
rendah ketimbang dosen laki-laki. Maka,
Ruhaini mengambil hipotesis bahwa ada
faktor tertentu yang bisa menyebabkan
hal ini. Karena, lanjutnya, untuk menjadi
dosen, tidak ada perbedaan syarat antara

dak memiliki jenis kelamin. “Itu yang selalu disosiali-
sasikan tentang konsep Tuhan, meski beragam konota-
si tentang Tuhan masih beraroma maskulin,” katanya.
Ketika masuk pesantren, Ruhaini belajar bahasa
Arab,bahasa yang memiliki kaidah muannas atau
teminim dan muzakkar atau maskulin. Di dalam Al-
! Qur’an, misbah atau predikat untuk menjelaskan
§ Allah kebanyakan bersifat muzakkar. “Padahal, sejak
: kecil sudah diajarkan bahwa Allah tidak memiliki ke-
' cenderungan gender,” katanya.
Pada usia 15 tahun, dia mulai memikirkan g
bagaimana cara memahami bahwa Tuhan bukan 3
laki-laki seperti apa yang banyak disebutkan dalam =

banyak hal, salah satunya bahasa. Islam lagi nih! Kemarin sayaIslamkarena  laki-laki dan perempuan.
Saat itu yang digunakan sebagai  keturunan, sekarang saya mau masuk Ruhaini melihat, ada pola relasi
contoh adalah bahasa Inggris dan Pran-  Islam karena pencarian,” katanya. budaya yang tidak seimbang. Relasi ini

cis. Ada asosiasi-asosiasi yang terkait Jadi, Ruhaini memandang studi  terefleksi juga dari cara para dosen ini

. 5.

e

dengan kekuasaan itu bersifat maskulin.  gender bukan sekadar ketimpangandan ~ memenuhi syarat kenaikan pangkat.
“Dari situ mulai muncul lagi keresahan  ketidakadilan, melainkan lebih dariitu. ~ Kesimpulan Ruhaini, peraturan yang
saya. Bagaimana kira-kira dengan baha-  Studi gender yang dibawa Ruhaini ada-  sifatnya netral bisa berdampak berbeda
lah pengembaraan intelektual untuk  darisisi gender karena perbedaan muat-

sa Arab?”katanya.

Menurut Ruhaini, bahasa Arabitu
cukup dekat dengan bahasa Prancis ka-
rena mereka sama-sama Mediterania,
yang ternyata tata bahasanya agak mirip.
Artinya, bahasa Arab merupakan bahasa
bergender. “Kalau begitu, ini pengaruh
dari struktur bahasa. Kenapa Tuhan di-
berikan muzakkar dan muannas? Ya, ka-
rena struktur bahasa,” katanya.

"Tapi tetap hal ini belum memuas-
kan Ruhaini. Masih ada pertanyaan sub-
stansial, seperti pemilihan sifat 7zuannas
atau muzakkar. “Karena itu arbitrer. Itu
bisa muannas, bisa 7zuzakkar. Dalam ba-
hasa Arab ada juga yang terkadang tidak
paralel dengan struktur bahasa,” katanya.

Misalnya soal syamsyiah yang ber-
arti matahari dalam bahasa Arab dika-
tegorikan menjadi feminim. Namun
qamariyab yang berarti rembulan justru
diartikan maskulin. Ini berbeda dengan
struktur bahasa yang lain.

Kalau dulu Tuhan yang
disembah masyarakat Arab
adalah muannas, maka Tuhan
yang dibawa Islam itu harus
beroposisi. Karena ini revolusi
keyakinan.
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an tradisi. “Mengapa dosen perempuan
rendah kepangkatannya? Karena tugas
kultural dosen perempuan lebih banyak
ketimbang dosen laki-laki. Ini tidak
diperhitungkan dalam kenaikan pang-
kat,” katanya.

Misalnya, dalam pedoman untuk
kenaikan pangkat, ada satu variabel, yak-
ni pengabdian pada masyarakat. Dalam
hal ini adalah khotbah Jumat. “Loh, kan
perempuan tidak bisa khotbah Jumat?”
ujarnya.

Untuk memperjelas tugas kultural
antara perempuan dan laki-laki jauh
berbeda, Ruhaini meminta responden
yang terdiri dari dosen lintas gender
untuk menuliskan kegiatannya dari pa-
gi sampai malam. Hasilnya, dosen laki-
laki menuliskan kira-kira 17 aktivitas,
sementara dosen perempuan menulis-
kan 29 aktivitas.

“Yang menarik, dari 17 kegiatan
itu, dosen laki-laki masih bisa menulis-
kan istirahat, menonton televisi, mem-
persiapkan kuliah, dan pekerjaan yang
terkait akademik,” katanya.

Setelah Ruhaini telusuri, tidak

ada satu pun dosen perempuan yang
bisa menuliskan variabel istirahat dan
menontontelevisidalamkuesionernya.
Terlebih lagi, dosen perempuan ba-
ru bisa menyiapkan bahan kuliah dan
pekerjaan akademiknya setelah pe-
kerjaan rumah tangga selesai. “Itu
setelah jam delapan malam, setelah
anaknya tidur dan urusan rumah
tangganya selesai. Itu jelas hasilnya
akan berbeda,” katanya.

Dengan hasil penelitian ini,
Ruhaini menilai rendahnya kepang-
katan dosen perempuan di IAIN bu-
kan berasal dari lemahnya kemampuan
perempuan dalam bidang ademik,
melainkan lebih karena tugas kul-
tural yang lebih banyak. “Maka sa-
ya mengajukan dua rekomendasi.
Pertama, mengapresiasi tugas-tugas
kultural yang seharusnya bisa dikon-
versi. Kedua, IAIN membuat sosialisasi
kepada keluarga dosen-dosen IAIN
bahwa perlu ada perubahan pola relasi
dalam keluarga,” katanya.

Ruhaini juga sempat melakukan
riset terkait pekerjaan rumah tangga. Ia
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ingin menelusuri bagaimana Islam me-
lihat peran ibu rumah tangga. Dalam
beberapa kitab, dia tidak menemukan
fakta bahwa pekerjaan rumah tangga
merupakan kewajiban perempuan. Jus-
tru dia menemukan fakta itu di sebuah
kitab kecil yang berjudul Ugudul Lujain
fi Bayani Haqaiqiz Zaujainyang ditulis
Imam Nawawi al-Bantani.

Di situ tertulis riwayat bahwa
Khalifah Umar bin Khattab pernah di-
datangi oleh seseorang yang sering di-
marahi oleh istrinya di rumah. Namun
sesampainya di kediaman sang khalifah,
tak disangka istri Umar juga sedang
memarahinya. Si pengadu ini tak me-
nyangka, pemimpin umat Islam bisa ju-
ga dimarahi oleh sang istri.

Dalamkitabitu, Umar pun menja-
wab bahwa istrinya yang menjaga anak,
membereskan rumah, dan menyediakan
makanan, meski sebenarnya itu meru-
pakan tugas suami. “Jadi pekerjaan ru-
mah tangga sebenarnya adalah tugas
suami,” katanya.

Dengan argumentasi ini, pada ta-
hun 1995, Ruhaini berhasil membuat
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Dengan hasil penelitian ini, Ruhaini menilai rendahnya kepangkatan dosen
perempuan di IAIN bukan berasal dari lemahnya kemampuan perempuan dalam
bidang akademik, namun lebih karena tugas kultural yang lebih banyak.

buku dengan judul Gender Gap in
The IAIN Academic Achievement and
Structural Position (The case of LAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta). Tak ayal, buku ini
pun membuat geger dan akhirnya dia
dituduh sebagai feminis radikal. Wal-
hasil, buku Ugudul Lujain it akhirnya
dia bawa ke mana-mana untuk men-
jelaskan perihal tersebut. Setelah itu,
Ruhaini tetap concern terhadap per-
soalan pekerjaan rumah tangga yang se-
benarnya merupakan kewajiban suami.

Dalam fikih, dia temukan bahwa
makanan, pakaian, dan rumah disebut
kiswah. Kiswah artinya menutup ke-
butuhan keluarga. Di dalam surat al-
Bagarab ayat 233 menyebutkan bahwa
kiswah merupakan kewajiban ayah.
“Hal yang tidak terkait dengan peran
reproduksi seperti mengandung, me-
lahirkan, hingga menyusui itu dibe-
bankan kepada ayah,” katanya.

Hal ini beda lagi ketika Ruhaini
membedah secara tajam pola relasi gen-
der di Muhammadiyah. Saat mengambil
studi doktoral di Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, Ruhaini menulis di-
sertasi dengan judul “Rezim Gender
Muhammadiyah: Kontestasi Gender,
Identitas dan Eksistensi”.

Dalam benaknya, keteraturan po-
la sosial itu selalu menarik, termasuk
keteraturan soal gender. “Siapa sih se-
benarnya yang mengatur kita itu men-
jadi laki-laki atau perempuan? Itu kan
semuanya sifatnya regimented atau ter-
struktur,” katanya. Pada saat itu, istilah
rezim hanya digunakan di bidang polidk.

Rezim negara, waktu itu Orde
Baru, memang memasukkan wanita da-
lam Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) dalam Pancadharma Wanita.
“Tapirezim Orde Baruitu baru 30 tahun,
tapi yang kita lakukan sebagai laki-laki
dan perempuan sudah berabad-abad. Itu
semua siapa yang atur?” katanya.

Karena Ruhaini sedang mempel-
ajari sosiologi, maka dia akhirnya men-

dalami soal rezim yang di dalamnya juga
terdapat rezim politik, rezim hukum,
rezim kesehatan. Di dalam disertasinya,
dia merumuskan atau menteoritisasi re-
zim sosial.

Untuk meneoritisasikan rezim so-
sial, maka dia perlu objek hukum. Karena
Ruhaini mendalami isu gender, maka dia
mengambil gender sebagai substansi dari
proses teoritisasi rezim sosial. “Karena
ada teksnya, adaideologi dan sumbernya,
ada agensinya, ada institusinya, dan ada
praktiknya,” katanya.

Maka, Ruhaini mengambil
Muhammadiyah sebagai objek institusi
sosial. Dia pun meneliti ideologi
Muhammadiyah terkait gender, sumber
ideologi, relasi, dan posisi gender ter-
institusionalisasi di Muhammadiyah.
“Misalnya ada Aisyiyah dan Nasyiatul
Aisyiyah. Maka saya izin ke pak Sekreta-

ris, pak Haedar Nashir saatitu, yang saat
itu juga seniornya di Sosiologi UGM,”
katanya.

Dulu, Aisyiyah dan Muhammad-
iyah adalah dua organisasi terpisah,
lantas disatukan dan akhirnya po-
sisi Aisyiyah menjadi subordinat
Muhammadiyah sebagai organisasi
otonom (ortom).

“Nah, buku tentang Rezim
Gender di Muhammadiyah bukan
Ruhaini yang bicara, tapi fakta di dalam
Muhammadiyah itu sendiri dengan
interpretasi saya. Jadi, relasi gender di
Muhammadiyah adalah relasi yang si-
fatnya kemitraan junior-senior. Jadi
belum menjadi kesetaraan dalam teo-
ri feminis. Itu pun bukan berarti je-
lek, tapi itu hanya pilihan ideologis
Muhammadiyah,” ia menjelaskan. m
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